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ABSTRAK 
MUH. IRSAD TIRTASAH (B111 13 535). ”Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 
Nomor:1483/Pid.B/2016/PN.Mks)”. Di bawah Bimbingan Andi Muhammad 
Sofyan selaku Pembimbing I dan Hj Haeranah selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil dan formil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, dengan 
nomor putusan No. 1483/Pid.B/2016/PN.Mks. dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pembunuhan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih institusi 
dan subjek hukum terkait dengan kasus ini, yakni di Pengadilan Negeri 
Makassar. Dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh data yang 
dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode penelitian pustaka (Library 
Research). Dengan membaca literatur yang berkaitan dengan materi 
pembahasan dokumen, berkas perkara dan putusan hakim serta buku yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini dan juga penulis melakukan 
wawancara dengan hakim yang memutus perkara 
No.1483/Pid.B/2016/Pn.Mks. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum materiil dan 
formil pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 
1483/Pid.B/2016/PN.Mks menyatakan bahwa, 1) penerapan hukum  materiil 
pada kasus ini sudah tepat, segala unsur dan perbuatan yang dilakukan 
terdakwa telah terpenuhi, sehingga Pasal 338 KUHPidana menjadi rujukan 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, 
namun dalam penerapan hukum formil terdapat kesalahan seharusnya hakim 
mengkaji lebih dalam terkait dengan makna Pasal 1 angka 13 KUHAPidana 
serta Pasal 3 Undang-undang tentang Advokat  . 2) Pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap pelaku telah sesuai 
berdasarkan penjabaran Keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan 
terdakwa serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, dan hal yang 
meringankan serta hal yang memberatkan terdakwa. Sehingga hukuman 
yang dijatuhkan sudah tepat. Namun seorang filsufis pernah berkata “orang 
yang bijak tidak hanya sekedar menghukum seseorang atas dosanya, namun 
agar tidak terjadi dosa yang sama. 
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ABSTRACT 
MUH. IRSAD TIRTASAH (B111 13 535). "Juridical Review Against 
Criminal Acts of Murder (Case Study Judgment Number: 1483 / Pid.B / 
2016 / PN.Mks)". Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as 
Supervisor I and Hj Haeranah as Supervisor II. 
This study aims to determine the application of materiel and formal criminal 
law against the perpetrators of criminal acts of murder, with judgment number 
No. 1483 / Pid.B / 2016 / PN.Mks and to find out the judge's legal 
considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrators of criminal 
acts of murder. 
This research was conducted in Makassar City by choosing institution and 
legal subject related to this case, namely in Makassar District Court. In this 
study aims to be able to obtain the required data, the author used literature 
research methods (Library Research). By reading the literature relating to the 
material discussion of documents, files and judgment and books related to 
the writing of this research and also the author to conduct interviews with 
judges who decide the case No.1483 / Pid.B / 2016 / Pn.Mks. 
The results of this study indicates that the application of law on the decision 
of the panel of judges of Makassar District Court. 1483 / Pid.B / 2016 / 
PN.Mks states that, 1) the application of materiel law in this case is correct, all 
elements and actions committed by the defendant has been fulfilled, so 
Article 338 of the Criminal Code becomes the judge's reference in imposing 
criminal sanction to the offender, but in the implementation of formal law there 
is a mistake that the judges should review more deeply related to the 
meaning of Article 1 Number 13 of the Criminal Code Procedure and Article 3 
of the Law on Advocates and Marwah of Law No. 18 Year 2003 on 
Advocates. 2) Judge's consideration in imposing criminal sanctions against 
the perpetrator has been based on the elucidation of witness testimony, letter 
proof, and statement of the defendant and the existence of juridical 
considerations, and the mitigating and incriminating factors of the defendant. 
Therefore the punishment that was imposed was right. Finally, a philosopher 
once said “a wise man does not merely punish a person for his sin, but in 
order to avoid the repeated sin again.” 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. hal ini telah dijelaskan 
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Sehingga setiap 
aktifitas yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat haruslah sesuai 
pula dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Hukum hadir tidak hanya memberikan perlindungan bagi rakyat namun 
juga sebagai pengendali sosial jika terjadi kekacauan dalam masyarakat.
 Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat dua belas prinsip pokok 
sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip 
tersebut antara lain;1 
a. Supremasi hukum (Supremacy of Law) 
b. Persamaan dalam hukum (Equality before the law) 
c. Asas Legalitas (due process of law) 
d. Pembatasan Kekuasaan 
e. Organ-organ penunjang yang independen 
f. Peradilan bebas dan tidak memihak 
g. Peradilan Tata Usaha Negara 
h. Mahkamah Kostitusi 
                                                 
1 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: P.T. Bhuana Ilmu 
Populer, 2009, hlm. 397. 
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i. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
j. Bersifat demokratis 
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara 
(Welfare Rechtstaat) 
l. Transparansi dan kontrol sosial 
Oleh karena Indonesia negara yang berdasar hukum, organ-organ dalam 
pemerintahan harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercpainya 
tujuan hukum yaitu keadilan. Salah satu dari eksitensi negara hukum yaitu 
memberikan rasa aman bagi rakyat maka lahirnya hukum pidana sebagai 
pengandali kekacauan. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan 
sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah seyogianya 
pula hukum hadir untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian 
sosial.  
Hukum Pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang 
juga menghendaki perwujudan atas hal tersebut, karena merupakan 
bagian eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari 
upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini diamini pada sebuah 
paradigma bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi 
dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan 
ketertiban masyarakat.2 Akan tetapi, tidak dapat dpungkiri bahwa sering 
kali kita melihat tindakan-tindakan dan peristiwa yan mengakibatkan 
terjadinya gangguan dan pengaruh buruk dalam tatanan bermasyarakat. 
                                                 
2 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 
4. 
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Kejahatan sebenarnya bukanlah hal yang tabu dalam kehidupan 
masyarakat. Bahkan, sebelum adanya sebuah entitas yang disebut 
negara, hal tersebut sudah sering terjadi.meskipun pada dasarnya, 
keadaan alamiah manusia yang seharusnya mengajarkan agar manusia 
tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari 
sesamanya.3 Akan tetapi, gejolak-gejolak sosial yang terjadi yang 
membuat manusia bisa menjadi tidak seperti layaknya manusia dan 
membuat keadaan alamiah itu menjadi nihil adanya, juga dapat terjadi 
dalam masyarakat. Sehingga bukan hal yang mustahil bagi seseorang 
untuk melakukan kesalah-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak 
disengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum. 
Salah satu perilaku menyimpang masyarakat yang sering terjadi di 
lapangan ialah pembunuhan yang sangat marak terjadi dengan berbagai 
alasan/motif. Delik pembunuhan itu sendiri merupakan delik yang 
dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Delik 
pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan 
keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas, 
bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.  
 
Berikutnya, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib atas 
terjadinya sebuah pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma 
hukum yang terjadi, maka tentu diperlukan sebuah kekuasaan yang 
                                                 
3 Samidjo, Ilmu Negara, Bandung: C.V. Armico, 1986, hlm. 89. 
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merdeka/independen untuk memberi sanksi kepada para pelaku 
kejahatan. Kekusaan tersebut, dalam kehidupan bernegara disebut 
dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan BAB IX tentang Kekuasaan 
Kehakiman tepatnya pada Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 
dinyatakan secara tegas bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan 
Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan”. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa Hakim diperlukan demi berjalannya peradilan dan untuk 
memutuskan bahwa salah atau tidaknya seseorang. 
Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan 
selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian), sebagai subjek 
yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu 
pengadilan.4  
Hakim sendiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidaklah 
hanya menjadi terompet undang-undang, melainkan haruslah menjadi 
terompet semangat undang-undang (la bouche de l’sprit de la loi).5 Selain 
penerapan hukum materil, faktor lain yang berpengaruh terhadap pidana 
yang dijatuhkan bagi terdakwa yaitu putusan hakim. Mengacu pada pasal 
28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yang dinyatakan sebagai berikut; 
                                                 
4Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, 2012, 
hlm. 167. 
5 Ny. Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum 
Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam 
Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 16. 
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“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.” 
Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa peranan hakim bukan 
sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Untuk menjmin 
Eksistensi peradilan maka dikenal asas kekuasaan kehakimn yang 
mandiri. Oleh sebab itu, dalam menegakkan hukum, hakim tidak hanya 
sekedar menegakkan teks-teks tertulis yang dibukukan dalam undang-
undang belaka, melainkan juga harus mempertimbangkan dengan cermat 
mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan, peran korban dalam 
terjadinya kejahatan, serta mempertimbangakan nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakat lokal dan hal-hal lainnya, inilah yang kemudian menjadi 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mumutus suatu perkara demi 
menciptakan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). 
Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang 
melaksanakan sistem peradilan berupa pemeriksaan, mengadili dan 
memutus perkara. Pada penegakan hukum pidana, dalam rangka 
mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan, maka sudah seharusnya 
dan seyogianya penjatuhan hukuman kepada pihak-pihak yang bersalah 
haruslah proporsional sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. 
Pengadilna merupakan lembaga yang diberikan kekuasaan untuk 
menyelesaikan suatu perkara seusuai dengan wilayah hukumnya masing-
masing. Oleh karena pengadilan menjadi lembaga yang diberikn 
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kekuasaan untuk meyelesaikan perkara maka setiap putusan yang 
dikeluarkan, putusan tersebut bersifat objektif dan haruslah ditaati.  
Dari konsep tersebut, jika di dudukan kepadanya penerapan hukum 
pada  Putusan Nomor : 1483/PID.B/2016/PN Mks atas nama terdakwa 
BRIPTU CHASWAN ABDULLAH, yang didakwa dengan dakwaan yang 
disusun secara subsidaritas, primair Pasal 338 dan subsidair 351 ayat (3)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Pengadilan Negeri Makassar, 
selanjutnya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berada 
pada Wilayah Hukum Polewali Mandar yang kemudian perkara tersebut 
ditangani oleh Kepolisian Polewali Mandar dan terus dilimpahkan ke 
Kejaksaan Negeri Polewali Mandar namun diadili  di Pengadilan Negeri 
Makassar. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya 
memutus terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara, namun yang 
menjadi permasalahan bahwa dalam fakta-fakta hukum sesuai dengan 
teori locus delicti seharusnya terdakwa diadili di Pengadilan Negeri 
Polewali Mandar karena hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari 
Pengadilan Negeri Makassar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana pada Pasal 84:   
(1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara 
mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah 
hukumnya. 
(2)  Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa 
bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan 
atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa 
tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang 
dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari 
pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam 
daerahnya tindak pidana itu dilakukan. 
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(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana 
dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap 
pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengdili 
perkara itu. 
 
 Dari ketiga (3) Ayat di atas tidak ditemukan hal-hal yang 
membenarkan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara 
tersebut dan yang seharusnya mengadili adalah Pengadilan Negeri 
Polewali Mandar. Selanjutnya setelah membaca secara seksama dalam 
putusan tersebut penulis menemukan sebuah keganjilan yang baru yaitu 
penasihat hukum terdakwa bukanlah seorang advokat namun merupakan 
polisi aktif yang berkantor di Polda Sulsel-Bar, tentu saja hal ini menjadi 
sebuah masalah karena jelas dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 
tentang Advokat pada Pasal 3 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa  
 “Untuk dapat diangkat menjadi andvokat harus memenuhi 
 persyaratan yaitu tidak berstatus sebagai pegawai negeri 
atau  pejabat negara.” 
 
 Advokat yang telah diangkat berdasarakan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya 
dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 
Merujuk pada ayat (1) huruf c bahwa seorang advokat haruslah tidak 
berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 
Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis 
untuk mengkaji lebih lebih lanjut terhadap putusan tersebut yang 
menciptakan permasalahan dalam tatanan penegakan hukum di 
Indonesia, terkhusus hukum pidana materil dan formil. Maka dari itu 
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penulis mengangkat sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 
seorang anggota Polri terhadap anggota TNI, selanjutnya penulis 
menguraikannya ke dalam sebuah judul yaitu “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor  
1483/Pid.B/2016/PN Mks).” 
 
B. Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yang dituangkan oleh penulis untuk 
menganalisis masalah ini ialah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah implikasi hukum atas tindak pidana pembunuhan 
yang dilakukan oleh Polri sebagaimana dalam putusan Studi Kasus 
Putusan Nomor  1483/PID.B/2016/PN Mks ? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri No: 
1483/PID.B/2016/PN. MKs ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terhadap 
 tulisan ilmiah ini ialah sebagai berikut : 
1. Mengetahui dan Memahami implikasi hukum atas tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh Polri sebagaimana dalam 
putusan Studi Kasus Putusan Nomor  1483/PID.B/2016/PN Mks. 
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2. Mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana materil dan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan mutusan perkara tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota polri no: 
1483/PID.B/2016/PN. MKs 
D.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui tulisan ini ialah 
 sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu 
hukum secara umum, serta hukum pidana secara khusus berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu 
Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri  
2. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam 
penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti 
oleh penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHPidana) tidak terdapat penjelasan secara tegas mengenai makna 
strafbaarfeit itu sendiri. Sering kali kita mendengarnya dengan istilah 
delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam 
kamus hukum pembetasan delik tercantum sebagai berikut : 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dekenakan hukum karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak 
pidana).”6 
Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa pelanggaran, dan perbuatan.7 
Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHPidana dikenal 
dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
                                                 
6 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2007, hlm. 92. 
7 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T. Raja 
Grafindo Persada, 2010, hlm. 69. 
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undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.8 
 Mengenai apa yang diartikan dengan strafbaarfeit, maka penulis 
mengumpulkan beberapa pendapat dari para sarjana, adapun 
pengertian tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Pompe 
Pompe dalam buku karangan Lamintang, merumuskan 
strafbaarfeit adalah:9 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.” 
 
 
b. Simons 
Simons dalam buku karangan Lamintang, merumuskan 
strafbaarfeit adalah:10 
“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.” 
 
Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaarfeit itu harus 
dirumuskan seperti di atas adalah karena:11 
                                                 
8 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang 
Education &PuKAP Indonesia, 2012, hlm. 18. 
9  P.A.F. Lamintang,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru,1984, 
hlm. 173. 
10 Ibid., hlm. 176. 
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a) Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu 
harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; 
b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti 
yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan 
c) Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau 
merupakan suatu “onrechtmatigehandeling”. 
c. Van Hamel 
Van Hamel merumuskan strafbaarfeit sebagai berikut:12 
“Eene wettelijke om schrevenmen schelijke ged raging, 
onrechtmatig, strafwaarding en aanschuldtewijten (kelakuan 
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan.” 
d. Vos 
Vos merumuskan strafbaarfeit sebagai “suatu kelakuan manusia 
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”13 
                                                                                                                                     
11 Ibid. 
12 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994 ,hlm. 88. 
13 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 72. 
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Jika melihat pengertian-pengertian di atas maka disitu dalam 
pokoknya ternyata:14 
1. Bahwa feit dalam strafbaarfeit berarti handeling, kelakuan 
atau tingkah laku; 
2. Bahwa pengertian strafbaarfeit dihubungkan dengan 
kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. 
 
Namun, timbul masalah dalam menerjemahkan istilah 
strafbaarfeit itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan 
Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk 
menerjemahkan strafbaarfeit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaarfeit 
menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah feit 
secara harfiah menjadi “peristiwa”.15 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu 
adalah pengertian yang konkret yang hanya menunujuk kepada suatu 
kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa ini saja tidak 
mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, 
tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika 
matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah 
karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup 
angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum 
pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. 
                                                 
14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan, Jakarta: P.T. Rineka Cipta 
2015, hlm. 61. 
15 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 86. 
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Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakukan orang lain, 
disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.16 
A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan 
kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu 
juga kurang tepat, karena dua kata benda yang bersambungan yaitu 
“perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara 
keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, 
tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di 
Jerman yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan 
maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. 
Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah 
padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik 
(dari bahasa Latin delictum).17 
Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak 
pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian 
kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Mesikpun 
kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak 
menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya 
menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa 
dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, 
gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal 
dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga 
                                                 
16 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 60. 
17 Andi Hamzah, Op.Cit.,hlm. 87. 
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sering dipakai “ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai kata tidak 
begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan 
istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasanya sendiri, maupun dalam 
penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata “perbuatan”. Contoh: 
Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Pasal 
127, 129, dan lain-lain).18 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah “suatu 
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana).”19Hazewinkel–Suringa 
merumuskan strafbaarfeit sebagai:20 
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 
yang terdapat di dalamnya.” 
 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa 
asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman (pidana). 
 
 
 
                                                 
18 Moeljatno, Op.Cit.,hlm. 60. 
19 Andi Hamzah,Op.Cit, hlm. 72. 
20 Lamintang, Op.Cit, hlm. 172. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-
unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan 
dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan 
perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, 
bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah 
tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan 
pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. (criminal responbility).21 
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis 
meliputi:22 
a. Ada perbuatan; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar; 
d. Mampu bertanggungjawab; 
e. Kesalahan; 
f. Tidak ada alasa pemaaf. 
Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan 
antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya 
mencangkup criminal act, dan criminal responbility tidak menjadi unsur 
                                                 
21 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 38. 
22 Ibid., hlm. 43. 
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tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan 
sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang 
dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum 
tanpa adanya suatu dasar pembenar. 
Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana 
meliputi:23 
a. Adanya perbuatan mencocoki rumusan delik; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar. 
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
meliputi:24 
a. Mampu mempertanggungjawab; 
b. Kesalahan; 
c. Tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut penulis lebih tepat dikatakan bahwa lebih tepat 
dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur yaitu tindak 
pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana 
sebagai unsur subjektif. Kedua unsur tersebut memiliki hubungan erat, 
yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada tindak 
pidana.  
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
Adapun unsur-unsur tersebut, antara lain: 
                                                 
23 Ibid, hlm. 43. 
24 Ibid. 
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1.  Ada Perbuatan Yang Mencocoki Rumusan Delik 
 Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan 
manusia (actus reus) terdiri atas: 
1) (commision), yang dapat diartikan sebagai melakukan 
perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau 
sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan 
(aktif/positif). 
2) (ommission), yang dapat diartikan sebagai tidak melakkukan 
perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang 
atau sebagai pakar juga menyebutkan perbuatan 
(pasif/negatif). 
     Pada dasarnya bukan hanya berbuat (commision) orang yang 
dapat diancam pidana melainkan (ommision) juga dapat diancam 
pidana, karena commision maupun ommision merupakan 
perbuatan melanggar hukum.  
      Untuk mengetahui secara jelas perbedaan commision dan 
ommision dapat dilihat melalui pasal-pasal yang terdapat dalam 
KUHPidana, antara lain sebagai berikut: 
d) Commision : 
“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”25 
 
                                                 
25 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politea, 1995, hlm. 249. 
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e) Ommision : 
 
“barang siapa yang mengetahui ada orang yang mengetahui 
ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu 
pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal 
itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang 
terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara 
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500”26 
 
2.  Ada Sifat Melawan Hukum 
Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu 
menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” 
yaitu: 
  Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif); 
Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain; 
Ke-3 : tanpa hak.27 
Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai  berikut: 
“menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu 
perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat 
wederrechtelijkapabila perbuatan tersebut memenuhi semua 
unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut 
undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk 
dalam arti materil, apakah suatu perbutan itu dapat 
dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya 
bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis 
                                                 
26 Ibid., hlm. 141. 
27 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Cetakan Ketiga, 
Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 2. 
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melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum 
dari hukum tidak tertulis.”28 
Melihat uraian defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2(sua) 
macam yakni: 
1) Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk). 
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan 
perbuatan besifat melawan hukum adalah perbuatan 
yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali 
diadakan pengecualian-pengecualian yang telah 
ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini 
melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab 
hukum adalah undang-undang.29 
2) Sifat melawan hukum materiil (materiel wedderrechtelijk). 
Menurut pendapat ini, beum tentu perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang, besifat melawan 
hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu 
bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), 
tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni 
kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlakudi 
masyarakat.30 
                                                 
28 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 445. 
29 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 53. 
30 Ibid., hlm. 53 
  
34 
 
 
Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-
unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. 
Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan 
hukum (wederrechtelijk) baik secara eksplisit maupun 
emplisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat 
melawan hukum yang eksplisit maupun emplisit dalam 
suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat 
disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang 
ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agaar si 
pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan 
pembuktian didepan pengadilan.31 
3.  Tidak Ada Alasan Pembenar 
a. Daya Paksa Absolute 
Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa Absolute 
sebagai berikut: 
“Daya paksa absolute adalah paksaan yang pada umumnya 
dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang 
lain.”32   
 
Daya paksa overmacht, telah diatur oleh pembentuk undang-
undang didalam pasal 48 KUHPidana yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan 
suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang 
memaksa” 
                                                 
31 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm. 69. 
32 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 244. 
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Daya paksa Overmacht, dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa 
berikut: 
a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaaan  
 secara fisik; 
b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan  
 secara psikis; 
c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan  
 yang biasanya disebut Noodtoestand, noodtoestand 
atau sebagai etat de neccessite, yaitu suatu keadaan dimana 
terdapat: 
a) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang  
 satu dengan kewajiban hukum yang lain. 
b) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum dengan  
 suatu kepentingan hukum. 
c) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang  
 satu dengan kepentingan hukum yang lain.33 
 
 
 
 
 
                                                 
33 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 428. 
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b. Pembelaan terpaksa 
  Pembelaaan terpaksa noodwear dirumuskan didalam 
KUHPidana pasal 49 ayat 1, yang berbunyi sebabagi berikut: 
“barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dilakukannya, untuk  mempertahankan dirinya atau orang 
lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri 
atau kepunnyaan orang lain, dari serangan yang melawan 
hak, atau mengancam dengan segera pada saat itu jug, tidak 
boleh dihukum.34 
  Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat 
pokok pembelaan terpaksa, yaitu: 
1) Harus ada serangan 
Menurut doktrin serangan harus memnuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
- Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba; 
- Serangan itu harus melawan hukum. 
2) Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan. 
Menurut doktrin harus memenuhi syarat sebgai berikut: 
- Harus merupakan pebelaan terpaksa; (dalam hal ini,  
 tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk   
 menghindarkan serangan itu). 
3) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang  
 setimpal. 
4) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri  
 sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan)  
                                                 
34 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 64. 
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 diri atau orang lain, benda kepunyaan sendir atau  
 orang lain.35 
c. Menjalankan ketentuan undang-undang 
Pasal  50 KUHPidana menyatakan bahwa: 
“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan 
peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”36 
 
Melihat uraian di atas diperlukan pemahan yang seksama tentang:  
a) Pengertian peraturan perundang-undangan; 
 Dahulu Hoge Raad menafsirkan undang-undang dalam 
 arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat 
 pemerintah bersama-sama DPR. 
 Hoge Raad menafsirkan peraturan perundang-undangan 
 dalam arrestnya tanggal 26 juni 1899, sebagai berikut: 
 “peraturan perundang-undangan adalah setiap petaruran 
 yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk 
 maksud tersebut menurut undang-undang.” 
b) Melakukan perbuatan tertentu 
 Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan 
 adalah sebagai berikut: 
 “Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang-
 undang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, 
 namun cara itu harus seimbang dan patut.”37 
                                                 
35 Leden Marpaung, Op.Cit., hlm. 60-61. 
36 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 66 
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d. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah 
Hal ini diatur pada pasal 51 ayat (1) KUHPidana yang 
berbunyi sebagai berikut: 
“tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan 
perbuatan untukmenjlankn perintah jabatan yang sah, 
yang siberikan oleh pembesar (penguasa), yang 
berhak untuk itu.”38 
 
Sathocid Kartanegara mengutarakan bahwa: 
“pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patu 
dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan 
pemerintah.”39 
3. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari 
pemberian sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan. 
Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi 
pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal 
apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 
Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana 
ialah:40 
 
“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder 
schuld)” 
                                                                                                                                     
37 Leden Marpaung, Op.Cit., hlm. 68. 
38 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 66. 
39 Leden Marpaung, Loc.Cit. 
40 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 165.  
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Selanjutnya, adapun yang menjadi unsur-unsur 
pertanggungjawaban pidana adalah: 
a) Mampu bertanggungjawab 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan 
memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu 
tindakanyang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan 
tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 
(dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau 
rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. 
Dilihat dari sudut  kemampuan bertanggungjawab maka 
hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang 
dapat dipertanggungjawab-pidanakan.41 
Menguraikan unsur-unsur seseorang dikatakan mampu 
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), sebagai berikut:42 
a. Keadan jiwanya: 
- Tidak terganggu oleh peyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
                                                 
41 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 250. 
42 Ibid. 
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- Tidak dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya); dan 
- Tidak terganggu karena terkejut, hynotism, amarah 
yang meluap pengeruh bawah sadar/reflexebeweging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia 
dalam keadaan sadar. 
b. Kemampuan jiwanya: 
- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan 
tersebut, apakah adakan dilaksanakan atau tidak; dan 
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan 
dan kemampuan “jiwa” (geestelijkevermogens), dan bukan 
pada keadaan dan kemampuan “berfikir” 
(verstandelijkevermogens) dari seseorang, walaupun dalam 
istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHPidana 
adalah verstandelijkevermogens. Untuk terjemahan dari 
verstandelijkevermogens sengaja digunakan istilah “keadaan 
dan kemampuan jiwa seseorang”.43 
Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 
“toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah 
                                                 
43 Ibid., hlm. 249-250. 
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seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas 
suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.44 
b) Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelaian telah melakukan perbuatan yang 
menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum 
pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. 
Di dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku 
tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila 
tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:45 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
Kesalahan selalu dtunjukan pada perbuatan yang tidak patut 
yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan 
atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak 
dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum 
pidan, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 
                                                 
44 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Jakarta: Aksara 
Baru, 1981, hlm. 45. 
45 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 164. 
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1. Kesengajaan (opzet) 
2. Kealpaan (culpa) 
c) Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsround ini menyangkut 
pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuaan ppidana 
yang telah dilakukannya atau criminal responbility, alasan 
pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan 
delik aas dasar beberapa hal. 
Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu 
melakukan pebuatan dalam keadaan: 
1) Daya Paksa Relatif 
Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap 
daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit 
(dwangpositie). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis 
yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut 
lebih kuat dari padanya.46 
2) Pembelaan terpaksa melampaui batas 
Terdapat persamaan antara pembelaan terpaksa noodweer 
dengan pembelaan terpkasa yang melampaui batas 
noodweer exces, yaitu keduanya mensyaratkan adanya 
serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu 
                                                 
46 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 88-89. 
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tubuh, kehormatan, dan harta benda baik diri sendiri maupun 
orang lain. 
 Perbedaannya ialah: 
- Pada noodweer, si penyerang tidak boleh di tangani 
atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, 
sedangkan noodweer exces pembuat melampaui batas-
batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa 
yang hebat. 
- Pada noodweer, sifat melawan hukum perbuatan 
hilang, sedangkan pada noodeweer exces perbuatan tetap 
melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana 
karena keguncangan jiwa yang hebat. 
- Lebih lanjut, pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas noodweer exces menjadi dasar pemaaf, sedangkan 
pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar 
pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.47 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan 
 
1. Pengertian 
Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi 
tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi 
banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam 
kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.  
                                                 
47 Zainal Abidin Farid, Op.Cit., hlm. 200-201 
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Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, 
seseoarang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu 
rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang 
lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan 
pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.48 
Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang 
terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat 
berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. 
2.   Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
  Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, 
yang bunyinya antara lainsebagai berikut: 
  “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
 dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan 
 hukuman penjara selama-lamanyalima belas tahun.” 
  Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat 
unsu-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di 
dalamnya, sebagai berikut: 
 a) Unsur subyektif, dengan sengaja 
   Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam 
KUHPidana jadi harus dicari dalam kerangan-karangan ahli 
hukum pidana mengetaui unsur-unsur sengaja dalam tindak 
pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi 
                                                 
48 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Kejatahan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan 
Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1 
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kematian orang lain sedangkan kematian itu tidak di sengaja 
atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. 
   Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa 
secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk 
sengaja, yakni:49 
 1. Sengaja sebagai niat; 
 2. Sengaja Insaf akan kepastian; 
 3. Senjaga Insaf akan kemungkinan. 
   Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat 
dimaknai sebagai, yaitu: 50 
  “Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, 
 harus  menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan 
 dengan maksud atau tujuan atau niat untuk 
 menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat 
 hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan 
 sengaja atau bukan  tujuan atau maksud, tidak dapat 
 dinyatakan sebagai  pembunuhan, jadi dengan 
 sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau 
 tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.” 
 
 Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan 
kepastian, sebagai berikut :51 
  “Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, 
 dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai 
 akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, 
 kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti 
 perbuatan itu.” 
                                                 
49 Zainal Abidin Farid, Op.Cit., hlm. 262. 
50 Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung: Cipta Adya  Bakti, 
1994, hlm. 89. 
51 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 63. 
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 Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan 
kemungkinan, sebagai berikut :52 
 “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan 
 perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang 
 dilarang oleh undang-undang telah menyadari 
 kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada 
 akibat yang memang ia kehendaki.” 
 
 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  
unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan objeknya yang 
artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa 
seseorang dari perbuatannya. 
 b) Unsur Obyektif. 
 - Perbuatan menghilangkan nyawa; 
  Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan 
bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan 
akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: 
membacok belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa 
orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan 
pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau 
bukan merupakan pembunuhan secara sempurna 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.  
                                                 
52 Leden Marpaung, Op.Cit., hlm. 18. 
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  Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) 
terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :53 
- Adanya wujud perbuatan.  
- Adanya suatu kematian (orang lain)  
- Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) 
antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
  Berikutnya, menurut Wahyu Adnan, mengemukakan 
bahwa :54 
 “Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain 
 harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, 
 yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang 
 lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi 
 secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.” 
 
 3.   Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.  
 Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang 
kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang 
sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui 
bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat 
pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang 
terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut 
dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan tehadap nyawa 
orang masing-masing sebagai berikut :55 
                                                 
53 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 
2010, hlm. 57. 
54 Wahyu Adnan, Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa, Bandung: Gunung Aksara, 
2007, hlm. 45. 
55Ibid., hlm 11-13. 
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a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
 lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan 
 mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih 
 membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa 
 orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah 
 diberi namadoodslagdengan kesengajaan menghilangkan 
 nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang 
 telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 
 KUHPidana sedang moorddi atur dalam Pasal 340 
 KUHPidana. 
b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa 
 seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. 
 Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-
 undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan 
 kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang 
 baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa 
 direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama 
 kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa 
 seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan 
 direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut 
 kindermoord. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh 
 pembentuk undang-undang disebut kinderdoodslag dalam 
 Pasal 341 KUHPidana dan adapun jenis kejahatan yang 
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 disebut kemudian adalah kindmoorddiatur dalam Pasal 342 
 KUHPidana. 
c) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas 
 permintaan yang bersifat tegas dan bersunguh-sungguh dari 
 orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 
 KUHPidana.  
d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain 
 melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan 
 bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 
 KUHPidana. 
 Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan 
seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam 
kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang 
oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata 
afdrijving. 
 
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 Dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, majeli/hakim 
 tidak hanya sekedar melihat pada fakta dan dasar yuridis semata. 
 Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang 
 mempengaruhinya, yaitu hal-hal yang bisa dipakai sebagai 
 pertimbangan untuk menjatuhkan berat-ringannya pemidanaan, 
 ialah hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan 
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 pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-
 undang. Menurut Sri RahayuSundari, ada banyak hal yang 
 mempengaruhi pemidanaan yang terdapat di dalam undang-
 undang yaitu:56 
1. Hal-hal yang memberatkan 
 Hal-hal yang memberatkan pemidanaan diantaranya berupa, 
yaitu: 
a) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHPidana) 
DjokoPrakoso menjelaskan yang dimaksud dengan pejabat 
adalah sebagai berikut:57 
 “Pejabat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa 
umum yang berwenang dalam jabatan umum untuk 
melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat 
perlengkapan.” 
 
 Menurut dalam ketentuan Pasal 52 KUHPidana 
apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau 
pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, 
kesempatan atau saran yang diberikan padanya karena 
jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya. Berdasarkan uraian 
di atas, maka kiranya cukup dijadikan alasan untuk 
memberatkan pemidanaan, yaitu karena melanggar 
                                                 
56 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 186. 
57 Ibid. 
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kewajibannya yang diberikan oleh negara kepadanya untuk 
kebutuhan diri sendiri. 
 
b)    Pengulangan tindak pidana (Recidive) 
  Pengulangan tindak pidana (recidive) adalah 
merupakan  alasan pemberat pidana, tetapi tidak untuk 
semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana 
yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHPidana, 
yaitu Pasal 486, 487, dan 488 yang menurut beberapa 
macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu 
dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang 
diperberat sampai 1/3-nya pidana dari pidana yang 
diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu. 
  Barangsiapa yang pernah melakukan tindak pidana 
dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu 
diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan 
mempunyai watak yang buruk. Oleh karena itu undang-
undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk 
mengenakan pidana yang lebih berat. 
 
2. Hal-hal yang meringankan 
  Hal-hal yang meringankan pemidanaan ada tiga 
 macam, yaitu: 
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 a)    Percobaan (poging) 
  Percobaan (poging) diatur dalam Pasal 53 
 KUHPidana, pasal ini tidak memberikan definisi tentang 
 percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan bilakah 
 ada percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana. 
 Percobaan merupakan suatu hal yang meringankan 
 pemidanaan karena pembuat undang-undang beranggapan 
 bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan 
 kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai 
 selesai. 
 b)    Pembantuan (medeplichtige) 
  Pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHPidana 
 yang berisi ketentuan dipidana sebagai pembantu 
 melakukan suatu kejahatan terhadap barangsiapa: 
d) Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan; 
e) Yang dengan sengaja member kesempatan, daya upaya 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 
  Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok 
 dikurangi 1/3, dan apabila kejahatan itu merupakan 
 kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana 
 penjara seumur hidup, hanya dikenakan penjara maksimum 
 15 tahun. Pembantuan merupakan salah satu hal yang 
 meringankan pemidanaan, karena pembantuan itu sifatnya 
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 hanyalah membantu, member sokongan, sedangkan inisiatif 
 dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat. 
   a.  Belum cukup umur (minderjarig) 
  Menurut Pasal 45 KUHPidana ialah bahwa apabila 
orang yang belum cukup umur yaitu belum berumur 16 
tahun melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat 
memutuskan supaya anak itu diserahkan kembali kepada 
orang tuannya, walinya atau pengurusnya dengan tak 
dikenakan pidana, atau anak tersebut diserahkan kepada 
pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan pidana, 
atau dikenakan pidana. 
  Belum cukup umur (minderjarig) adalah hal yang 
 meringankan pemidanaan karena untuk usia yang masih 
 muda belia itu kemungkinan sangat besar untuk 
 memperbaiki kelakukannya dan diharapkan kelak bisa 
 menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan 
 bangsa. 
 
D. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana 
 Acara Pidana 
  Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana sebagai 
pengganti HIR/RIB, yang mengenal 4 (empat) tahapan 
  
54 
 
 
pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang 
dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh peuntut umum, 
tahap pemeriksaan di pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.  
 1. Penyidikan 
  Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan 
“pengusutan” yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
“osporing” atau yang dalam bahasa Ingrisnya “Investigation”. Istilah 
penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok 
Kepolisian Negara.58  
  Penyidikan adalah penyelesaiian perkara pidana setelah 
tahap penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari 
ada atau tidak adanya pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diduga 
terjadi tindak pidana, maka saat itulah penyelidikan dapat dilakukan 
berdasarkan hasil penyelidikan. Proses penyelidikan menekankan 
pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 
dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan 
penyidikan menitik beratkan pada mencari serta mengumpulkan 
bukti yang bertujuan membuat terang tindak pidana yang 
ditemukan dan menentukan tersangkanya.  
                                                 
58Djoko Prakoso, Op.Cit., hlm. 5. 
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  Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 
KUHAPidana yakni dalam Bab 1 mengenai Penejalasan Umum, 
yaitu : 
 “Penyidikan adalah serangkaiian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang pidana yang terjadidan guna 
menemukan tersangkanya”. 
 Berdasarkan keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1 
butir 2 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 
dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi 
tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang 
melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu 
diketahui dari penyelidikannya. 
 2. Penuntutan 
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum 
untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang 
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa atau diputus oleh 
hakim di sidang pengadilan. 
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat 
lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti 
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adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan 
penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian 
Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka 
penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan 
untuk proses penuntutan. 
Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, 
namun jaksa penuntut umum memandang bahwa berkas perkara 
masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih 
kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas 
perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk 
tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau 
bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah 
“prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHPidana. 
Penuntut umum apabila berpendapat bahwa berkas yang 
dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka 
penuntut umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam 
proses ini jaksa penuntut umum melakukan klarifikasi kasus 
dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah 
diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa 
hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses 
penuntutan ini adalah “surat dakwaan” dimana tampak di dalamnya 
terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur 
perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana 
  
57 
 
 
(Locus dan Tempus Delicti), dan cara-cara terdakwa melakukan 
tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa 
penuntut umum telah mentransformasi “peristiwa dan fatual” dari 
penyidik menjadi “peristiwa atau bukti yuridis”. 
Penuntut Umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari 
penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang 
diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya 
dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan “voeging” 
yang diatur pada Pasal 141 KUHPidana atau akan dipecah menjadi 
beberapa perkara “splitsing” pada Pasal 142 KUHPidana. 
Melihat kualitas perkaranya, penuntut umum dapat 
menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan 
dengan cara “singkat” atau dengan cara “Biasa”. Jika perkara 
tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka penuntut umum 
pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung 
menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang pengadilan. 
Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara biasa, 
maka penuntut umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan 
negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan 
perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili 
diatur pada Pasal 143 ayat (1) KUHPidana. Pasal 143 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan : 
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a) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan 
negeri dengan permintaan agar segera mengadili 
perkara tersebut disertai dengar surat dakwaan. 
b) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi 
tanggal dan ditandatangani serta berisi: 
1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama dan pekerjaan tersangka. 
2)  Uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
c) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal 
demi hukum. 
d)  Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat 
dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya 
atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang 
bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan 
perkara tersebut ke pengadilan negeri. 
3. Pemeriksaan Persidangan 
Pada pemeriksaan persidangan dilakukan oleh majelais 
hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 (dua) hakim 
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anggota dan dalam perkara tertentu, mejelis hakim dapat terdiri dari 
seorang hakim ketua dan 4(empat) hakim anggota dan dibantu oleh 
seorang panitera pengganti. 
Pengecualian terhadap ketentuan diatas, persidangan dapat 
dilakukan dengan hakim tunggal, misalnya perkara dengan 
pemeriksaan acara cepat, praperadilan dan peradilan anak. 
Adapun perkara-perkara pidana yang diperiksa dan diadili di 
persidangan pengadilan negeri terdiri dari:59 
1) Perkara dengan acara biasa 
2) Perkara dengan acara singkat 
3) Perkara dengan acara cepat 
1)  Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa 
1.1 Perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, 
diterima oleh penitera muda pidana dan harus dicatat 
dalam buku register perkara seterusnya diserahkan 
kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan 
hakim atau majelis yang menyidangkan perkara 
tersebut. 
1.2 Ketua pengadilan negeri dapat mendelegasikan 
pembagian perkara kepada wakil ketua terutama pada 
                                                 
59 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana 
Umum Dan Pidana Khusus, Jakarta, 2007, hlm. 26-30. 
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jumlah pengadilan negeri yang jumlah perkaranya 
banyak. 
1.3 Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan 
permohonan penangguhan atau pengalihan 
penahanan, maka dalam hal atau tidaknya permohonan 
tersebut harus atas musyawarah majeli/hakim. 
1.4 Dalam hal permohonan penangguhan atau pengalihan 
penahanan dikabulkan, penetapan ditandatanganioleh 
ketua majelis dan hakim anggota. 
1.5 Sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu 
mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah 
telah memenuhi syarat formil dan materil. 
1.6 Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, tempat tinggal pekerjaan dari si terdakwa, jenis 
kelamin, kebangsaan dan agama. 
1.7 Syarat-syarat maretiil:  
 a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus 
 delicti dan locus delicti). 
 b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan 
 unsur-unsurnya. 
 c. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana 
 itu yang dapat menimbulkan masalah yang 
 memberatkan dan meringankan. 
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  Mengetahui butir a dan b merupakan syarat mutlak, 
apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat 
mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 
ayat 3 KUHPidana). 
1.8 Dalam hal ketua pengadilan berpendapat bahwa 
perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain 
maka berkas pengadilan dikembalikan kepada jaksa 
penuntut umum dengan penetapan agar diajukan ke 
pengadilan negeri lain yang berwenang mengadili 
perkara tersebut (Pasal 148 KUHPidana). Jaksa 
penuntut umum selambat-lambatnya dalam waktu 
7(tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap 
penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari 
pengadilan negeri wajib mengirimkan perlawanan 
tersebut ke pengadilan tinggi (Pasal 149 ayat 1 butir d 
KUHAP). 
2. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat 
 2.1 Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan 
 dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana 
 yang menurut penuntut umum pembuktian serta 
 penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. 
  Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh 
 penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari 
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 persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua 
 pegadilan negeri yang bersangkutan. 
 2.2 Ketua pengadilan negeri sebelum menentukan hari 
 persidangan dengan acara singkat, sebaiknya 
 mengadakan koodinasi dengan kepala kejaksaan 
 negeri setempat. 
  Penunjukan majelis/ hakim dari hari persidangan 
 disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing. 
 2.3 Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh ketua 
 majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian 
 penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan 
 tindakan pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal 
 tersebut dicatat dalam berita acara sidang sebagai 
 pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat 3 KUHAP) 
 2.4 Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara 
 singkat, didaftar di panitera muda pidana setelah hakim 
 memulai pemeriksaan perkara. 
 2.5 Apabila pada hari persidangan yang ditentukan 
 terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas 
 dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung 
 tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar 
 (ekspedisi). 
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 2.6 Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan 
tambahan dalam waktu pling lama 14 hari dan bilamana 
dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat 
menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim 
memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan 
dengan acara biasa (Pasal 203 ayat 3 huruf b KUHAP). 
 2.7 Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara 
 khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang. 
 2.8 Dianjurkan kepada ketua pengadilan negeri agar 
 berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri, supaya 
 berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3 (tiga) 
 hari  sebelum hari persidangan. 
3. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat 
 3.1 Yang dirtikan dan termasuk perkara-perkara dengan 
 acara cepat adalah perkara pidana yang diancam 
 dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara 
 atau denda Rp. 7.500, yang mencangkup tindak pidana 
 ringan, pelanggaran lalu lintas juga kejahatan 
 “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam pasal 
 315 KUHPidana dan diadili oleh hakim pengadilan 
 negeri dengan tanpa ada kewajiban dari penuntut 
 umum untuk menghadirinya kecuali bilamana 
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 sebelumnya penuntut umum menyatakan keinginannya 
 untuk hadir pada sidang itu. 
 3.2 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, putusan verstek 
 yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya 
 terdakwa, dalam hal putusan yang dijatuhkan berupa 
 pidana perampasan kemedekaan, terpidan dapat 
 mengjukan perlawanan (verzet). Panitera 
 memberitahukan perlawanan (verzet) tersebut kepada 
 penyidik dan hakim menetapkan hari persidangan untuk 
 memutus perkara perlawanan tersebut. Perlawanan 
 diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan 
 diberitahukan secara sah kepada terdakwa. 
 3.3 Terhadap putusan dalam perkara cepat tidak 
 diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhdap 
 putusan berupa perampasan kemerdekaan. 
 3.4 Dalam perkara pidana dengan acara cepat, terdapat 2 
 (dua) register, yakni: 
   a. Register tindak pidana ringan. 
   b. Register pelanggaran lalu lintas. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di  
Kota Makassar Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian Pengadilan 
Negeri Makassar sesuai dengan Permasalahan yang diangkat oleh 
penulis. Demi mendapatkan data dan informasi tambahan penulis juga 
melakukan penelitian di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan 
Taman Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer  
Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan dan melalui wawancara 
langsung dengan pihak terkait dalam hal ini adalah hakim yang 
mumutus perkara sesuai dengan permasalahan yang dibahas 
dalam skripsi ini.  
2. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu data yang berupa sumber-sumber tertentu 
seperti dokumen-dokumen, hasil karya dari kalangan hukum dan 
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juga literatur bacaan lainnya yang berhubungan dalam penulisan 
ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Oleh karena Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah 
Penelitian Normatif dengan pendekatan kasus (case approach), 
maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Pensgumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga 
data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen 
penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara 
(interview) langsung dengan narasumber yaitu  Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar utamanya Hakim yang memutus perkara yang 
menjadi objek analisis penulis dalam skripsi ini. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer 
maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif, yaitu  dengan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Implikasi Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan yang 
dilakukan oleh anggota Polri  
 Pada hari senin 31 Agustus 2015 bertempat di lokasi Sirkuit Road 
Race Pekkabata/Pacuan Kuda di Jl. Cokrominoto Kel. Manding Kec. 
Polewali Kab. Polman pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan 
teman-teman Anggota Polres Polman melakukan pengamanan pada 
acara MotorPrix Pertamax Plus KYT Region 5 seri 8 2015 (acara balapan 
motor) yang dilakukan oleh Briptu Chaswan Abdullah (terdakwa) dan 
beberapa anggota kepolisian pada satuan Sabara Polres Polman. Saat 
dilakukan pengamanan terjadi kejadian yang pada saat itu Bripda Ambo 
Sikki yang merupakan salah satu teman dari terdakwa bertengkar dengan 
Praka Lesmono (korban) namun berhasil didamaikan oleh Kapolres 
Polman yaitu AKBP Agoeng Adi Koerniawan. Namun tidak berselang lama 
datang sejumlah orang berambut cepak menyerang namun jumlahnya 
lebih sedikit dibanding jumlah anggota kepollisian yang sedang berjaga 
dan langsung berhamburan melarikan diri kedalam arena balapan. lalu 
terdakwa berlari kedalam arena lalu ditempat tersebut terdakwa melihat 
anggota Batalyon 721 sedang mengejar Brigpol Lakise tetapi Brigpol 
Lakise menghindar sehingga seorang anggota Batalyon 721 tidak jadi 
mengejar Brigpol Lakise kemudian terdakwa Briptu Chaswan Abdullah 
melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu berada ditempat 
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tersebut, lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah mengambil senjata api 
berupa senjata laras pendek/ Revolver lalu terdakwa Briptu Chaswan 
Abdullah menembakkan tembakan senjata laras pendek/ Revolver yang 
dipegang ditangannya keatas sebanyak 3 (tiga) kali padahal pada saat itu 
korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak menyerang terdakwa Briptu 
Chaswan Abdullah selanjutnya korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang 
mendengar bunyi tembakan lalu menuju ke terdakwa Briptu Chaswan 
Abdullah dengan sambil memegang sangkur ditangannya lalu terdakwa 
Briptu Chaswan Abdullah yang melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi 
berjalan kearahnya lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah berjalan 
mundur lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah terjatuh terlentang lalu 
terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melihat korban Prada Yuliadi Alias 
Juliadi mendekat sambil memegang sangkur ditangannya tetapi sangkur 
tersebut belum dihunuskan kepada terdakwa Briptu Chaswan Abdullah 
dan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak berada diatas perut korban 
Prada Yuliadi Alias Juliadi dan tidak mengancam nyawa terdakwa Briptu 
Chaswan Abdullah tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah 
langsung menembak korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan 
menggunakan senjata api berupa senjata laras pendek/ Revolver yang 
dipegang ditangannya kemudian korban Prada Yuliadi Alias Juliadi 
terjatuh sambil memegang perutnya yang terkena tembakan kemudian 
terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan korban Prada Yuliadi 
Alias Juliadi tanpa memberikan pertolongan kepada korban. Seteah 
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kejadian tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah 
melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi. 
 Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional 
Indonesia memiliki peran utama dalam mempertahankan keamanan 
negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu 
perangkat negara dalam melaksanakan tugas pengamanan, penertiban,  
pengayoman dan melindungi serta menegakkan hukum dalam masyarakat 
oleh sebab itu Polri menjadi salah satu perangkat terpenting dalam 
menjaga keutuhan bernegara hal ini merujuk pada pasal 30  UUD 1945. 
 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian pada pasal 
13 jelas menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian ialah untuk 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas kepolisian dapat dilihat 
dalam pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 sedangkan kewenangan kepolisian 
diatur dalam pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002. 
 Dalam hal penegakan hukum di Indonesia Kepolisian menjadi 
penengah dalam setiap tindakan kejahatan yang ada di masyarakat. Hal 
ini menjadikan Polri sebagai bagian dari Criminal Justice System dalam 
rangka penegakan hukum di Indonesia dan juga sebagai tindakan 
Preventif agar tidak terjadinya kejahatan, namun bagaimana jika yang 
melakukan kejahatan tersebut ialah seorang anggota polri, Seharusnya 
polri menjadi pengayom bagi masyarakat namun dalam kasus kali ini 
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seorang anggota polri melakukan tindak pidana pembunuhan hal ini jelas 
bertentangan dengan tugas pokok dari anggota polri, jika seorang anggota 
polri melakukan tindakan yang tentu itu adalah hal jelas membuat marwah 
kepolisian ditengah masyarakat menjadi tercoreng dan menjadi degradasi 
sehingga seharusnya seorang anggota polri seharusnya menjadi contoh 
dan pengayom bagi masyarakat. Terlebih lagi setelah melakukan 
penembakan Briptu chaswan tidak memberikan pertolongan bagi korban 
dan langsung melarikan diri, bukankah hal tersebut merupakan perbuatan 
yang buruk dan sanget egois. 
 Sesuai fakta hukum yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
dalam hal ini terdakwa memang dengan sengaja melakukan penembakan 
terhadap koban, terkait kesengajaan terdapat dua teori yang 
mengemukakan tentang kesengajaan yaitu kehendak (wills theorie) dan 
teori pengetahuan (voorstellings theorie). Menurut teori kehendak, 
kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan 
perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. 
Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau 
dapat dibayangkan si pembuat sebelum ia mewujudkan perbuatan 
sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.60 
 Dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pidana 
pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan 
perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Mengenai 
                                                 
60 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2010, hlm. 65. 
  
71 
 
 
kesengajaan willens en wetens sebagaimana yang dimaksud dalam MvT 
adalah seorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, dan mengetahui 
mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur yang ada 
sekitar perbuatannya itu.61 
 Dalam kasus posisi yang telah uraikan diatas bahwa terdakwa 
Briptu Chaswan Abdullah telah melakukan penembakan terhadap korban  
Prada Yuliadi, tindakan tersebut dilakukan dengan keadaan sadar dan 
mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat menghilangkan nyawa 
seseorang, menurut penasihat hukum terdakwa hanya melakukan 
pembelaan diri (noodweer) dikarenakan pada saat itu terdakwa merasa 
dirinya terancam, namun berdasarkan fakta hukum korban tidak hanya 
membawa sangkur dan tidak dalam posisi akan menebaskannya ke 
terdakwa, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdakwa pada saat itu 
berada dalam posisi terdesak tapi disaat yang bersamaan terdakwa tidak 
diserang dan tidak ada pula ancaman yang dilakukan oleh korban, 
sehingga hal semacam ini tidak dapat dijadikan alasan bagi terdakwa 
untuk membenarkan tindakannya, seorang polisi haruslah memiliki fisik 
dan mental yang kokoh agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, 
terdakwa yang merupakan anggota intel sebagaimana yang diketahui 
pastinya mendapatkan banyak pelatihan yang memungkinkan terdakwa 
dapat melakukan pembelaan diri selain melakukan penembakan dan 
jikalau memang harus melakukan hal tersebut seharusnya terdakwa 
                                                 
61 Ibid., hlm. 65-66. 
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mengerahkan ke kaki korban sebagai bentuk pembelaan diri, akibat dari 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Prada Yuliadi meninggal 
dunia disebabkan luka tembak senjata api pada bagian atas kiri perut dan 
hal ini diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum 
No.KS.01/VER/KFM-UH/2015 atas nama PRADA YULIADI, tertanggal 10 
September 2015 ditandatangai oleh Dr. dr. Gatot S.Lawrence, 
Msc.SpPA(K), DFM, SpF, FESC yang merupakan dokter pada 
Departemen Kedokteran Forernsik & Medikolegal (KFM) Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin.   
 
B.  Penerapan Hukum Pidana Materil dan Pertimbangan Hakim dalam 
Menjatuhkan Putusan perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang 
dilakukan oleh anggota Polri No: 1483/PID.B/2016/PN. MKs. 
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwan penuntut umum terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat yang dilakukan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah pada 
pokoknya sebagai berikut: 
a.  Dakwaan Alternatif: 
      Berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-
45/P.WALI/08/2016, tertanggal 11 Maret 2016 , yang pada pokoknya 
sebagai berikut :  
       KESATU : 
          Bahwa ia terdakwa  BRIPTU CHASWAN ABDULLAH pada 
waktu sekitar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 atau setidak-
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tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan 
Sirkuit Centre Road Race Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-
tidaknya berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau  
setidak - tidaknya pada suatu  tempat lain yang masih termasuk dalam 
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali dan berdasarkan  
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :171/KMA/SK/XII/2015 
tanggal  21 Desember 2015 tersebut Pengadilan Negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini,  dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain yakni Prada YULIADI alias JULIADI, 
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut 
-  Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 
berawal ketika terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH bersama 
dengan rekan-rekanya dari Polres Polman sedang melaksanakan 
tugas pengamanan balapan sepeda motor di Area Road Race  
dalam acara Kejurnas Motor Prix Pertamax Plus KYT Region 5 seri 
8 tahun 2015 di Kampung Manding Kecamatan Polewali Kabupaten 
Polman, dimana saat itu terjadi inseden pemukulan sekitar pukul 
13.30 wita terhadap saksi BRIPKA AMBO SIKKI yang dilakukan 
oleh Anggota TNI dari Kodim 1401 Kabupaten Majene yang 
bernama  saksi PRAKA LASMONO kemudian pada sekitar pukul 
14.00 Wita Kapolres Polman  yakni saksi AKBP. AGOENG ADI 
KOERNIAWAN,SH bersama dengan Kasi OPS Kodim Polman 
mendamaikan saksi PRAKA LESMONO dengan saksi BRIPDA 
AMBO SIKKI. 
-  Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita kurang lebih 30 (tiga puluh) 
orang yang berambut cepak masuk kedalam Arena Balapan Road 
Race  dengan cara  merobek pagar arena yang terbuat dari terpal 
sehingga orang-orang yang berada disekitar lokasi tersebut 
langsung lari berhamburan,  kemudian Korban Prada YULIADI alias 
JULIADI bersama teman-temannya  dengan menggunakan pisau 
sangkur  masuk  kedalam Road Race  dan mengejar  Anggota 
Polres Polman yang ketika itu sedang bertugas  selanjutnya 
terdakwa  terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dan anggota 
Polres Polman mundur  sambil melepaskan tembakan peringatan,  
dan  saat itu korban   Prada YULIADI alias JULIADI dengan    
menghunus    senjata    tajam   berupa   sangkur  mengejar  
terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH yang pada saat itu 
memegang senjata api laras pendek/Revolver (atau setidak-
tidaknya sebuah senjata api), hingga akhirnya terdakwa BRIPTU 
CHASWAN ABDULLAH yang mengetahui bahwa apabila 
menembakkan senjata api laras pendek/Revolver kearah korban 
Prada YULIADI alias JULIADI dapat mengenai korban Prada 
YULIADI alias JULIADI dan dapat mengakibatkan kematian bagi 
korban Prada YULIADI alias JULIADI dan tanpa menghalau korban 
Prada YULIADI alias JULIADI terlebih dahulu dengan tanpa harus 
menghilangkan nyawa korban Prada YULIADI alias JULIADI  lalu 
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terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dengan menggunakan 
senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya 
menembak keatas sekitar 3 (tiga) kali dan  terdakwa BRIPTU 
CHASWAN ABDULLAH menembakkan senjata api laras 
pendek/Revolver yang dipegang ditangannya kearah korban Prada 
YULIADI alias JULIADI hingga mengakibatkan korban Prada 
YULIADI alias JULIADI terkena tembakan senjata api laras 
pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakan oleh terdakwa 
BRIPTU CHASWAN ABDULLAH hingga mengakibatkan peluru 
(proyektil) dari senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat 
itu ditembakan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH 
menembus (mengenai) sekitar perut (tubuh) korban Prada YULIADI 
alias JULIADI dan mengakibatkan luka pada bagian perut (tubuh) 
korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga akhirnya 
mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal 
dunia. 
 
-  Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH  
tersebut mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI 
meninggal dunia, yang hal tersebut berdasarkan yaitu : 
1. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 
340/VER/RSUD/VII/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani  oleh dr. ATIKA 
NAHRAWI atas sumpah jabatan menyatakan hasil 
pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI 
diantaranya yaitu: 
  Perut dan Pinggang :  
- Tampak sebuah luka terbuka diperut sebelah kiri atas, 
sebelah kiri garis tengah tubuh, luka terdiri dari dua bagian, 
bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berubah 
lubang dengan ukuran diameter cincin lecet ± 2cm, diameter 
lubang ± 1cm. 
- Hasil foto polos abdomen, nampak bayangan putih lonjong 
didaerah abdomen/perut kanan bawah 
 Kesimpulan : 
 Dari pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka terbuka pada 
daerah perut kiri atas yang diduga dapat menyebabkan 
perdarahan didalam rongga abdomen/perut dan dapat 
mengakibatkan kematian. 
 Dari pemeriksaan radiologi (foto polos Abdomen) 
ditemukan bayangan putih lonjong diderah perut kanan 
bawah. 
2. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Mati 
No.KS.01/VER/KFM-UH/2015 tanggal 10 September 2015 yang 
ditandatangani oleh Dr.dr. Gatot S.Lawrence, MSc.SpPA 
(K),DFM,SpF,FESC dokter pada Departemen Kedokteran 
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Forensik & Medikolegal (KFM) Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin atas sumpah jabatan menyatakan hasil 
pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI 
diantaranya yaitu: 
a. Pemeriksaan Luar, diantaranya : 
Luka pada Kulit : 
Kulit Dinding Perut :  
Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk bundar di perut kiri 
atas, terletak lima sentimeter dan garis pertengahan tubuh 
bagian depan dan satu koma lima sentimeter dibawah garis 
mendatar yang melewati batas bawah tulang rusuk. Lubang 
luka berdiameter nol koma enam sentimeter dan dikelilingi 
oleh kelim lecet berbentuk lonjong, dengan ukuran masing-
masing kiri atas nol koma tiga sentimeter, kiri bawah nol koma 
dua sentimter, kanan bawah nol koma satu sentimter, dan 
kanan atas nol koma dua sentimter. Tepi luka tidak rata, 
tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak dan 
jaringan otot.Dasar luka sulit dinilai. Daerah disekitar luka 
tampak memar berwarna merah keunguan. 
b. Pemeriksaan Dalam, diantaranya : 
 Selaput dinding perut berwarna putih abu-abu, tidak tampak 
adanya kelainan. Otot-otot dinding perut berwarna merah 
kecoklatan, tidak tampak adanya kelainan tertentu. Pada 
bagian dinding perut sebelah kiri atas terdapat satu buah luka 
terbuka tepi tidak rata berbentuk lonjong yang berhubungan 
dengan luka yang terdapat pada dinding perut sebelah luar. 
Disekitar luka terdapat resapan darah. Pada penggantung 
usus sisi kiri terdapat robekan berbentuk bundar dengan tepi 
tidak rata, dengan diameter satu sentimter dikelilingi resapan 
darah. Rongga perut bagian belakang (ruang retroperitoneal) 
berisi darah dan bekuan darah sebanyak seribu empat ratus 
mililiter. Pada pembuluh nadi panggul kanan (arteri iliaca 
interna dextra) sejajar dengan tulang belakang bagian 
pinggang diantara ruas dua hingga tiga terdapat robekan 
dengan tipe tidak rata. Pada otot psoas mayor kanan 
ditemukan anak peluru bersarang dikelilingi resapan darah. 
Anak peluru berbahan dasar logam, berwarna perak dengan 
panjang dua sentimeter, berat enam gram. Pada permukaan 
badan aka peluru terdapat alur. 
 Kesimpulan :  
1. Penyebab kematian yang langsung (Ia) : Kegalalan 
sirkulasi,  
2. Penyebab antara (Ib) : Perdarahan masif pada rongga 
perut,  
3. Penyebab antara (Ic) : Robekan pada pembuluh nadi 
panggul sisi kanan (arteri iliaca  interna dextra),  
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 4. Penyebab yang mendasari kematian (Id) : luka tembak 
senjata api yang menembus  dinding perut sebelah kiri atas. 
3.   Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/54/KM tanggal 07 
September 2015 yang buat oleh Lurah Madatte  Kec. Polewali 
Kab. Polewali Mandar atas nama RAHMAT RUBIANTO , SE. 
M.Si  yang menerangkan korban Prada YULIADI alias JULIADI 
Anggota Yonif 721 Makkasau meninggal dunia di Rumah Sakit 
RSUD Polman karena luka tembak. 
 
4.   Hal tersebut diatas diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Senjata Api dan Proyektil 
No.Lab.2818/BSF/XI/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang 
ditandatangani oleh Supriedi Hasugian,ST, Juki Haris, Surya 
Pranowo,S.Si dan Nursalam Mappa dengan kesimpulan ; 
 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor 
seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah senjata api 
laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inchi 
dan masih berfungsi dengan baik. 
 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor 
seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah sudah pernah 
digunakan untuk menembak sebelum dilakukan pemeriksaan 
di Labfor Cabang Makassar. 
 Hasil pemeriksaan perbandingan menunjukkan bahwa Anak 
Peluru (proyektil) Bukti (APB) telah ditembakkan (IDENTIK) 
dari senjata api bukti. 
 Lubang pada barang bukti 1 (satu) buah kaos warna merah 
adalah Positif ditemukan kandungan mesiu, hal ini 
menunjukkan bahwa lubang tersebut adalah lubang bekas 
tembakan senjata api. 
         Perbuatan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338  
KUHP. ; 
                                                             ATAU 
KEDUA : 
          Bahwa ia terdakwa  BRIPTU CHASWAN ABDULLAH pada 
waktu sekitar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di 
Lapangan Sirkuit Centre Road Race Kabupaten Polewali Mandar 
atau setidak-tidaknya berada dalam wilayah Kabupaten Polewali 
Mandar atau  setidak - tidaknya pada suatu  tempat lain yang masih 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali dan 
berdasarkan  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
:171/KMA/SK/XII/2015 tanggal  21 Desember 2015 tersebut 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
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perkara ini,  melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati 
yakni korban Prada YULIADI alias JULIADI,  yang dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-  Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 
berawal ketika terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH 
bersama dengan rekan-rekanya dari Polres Polman sedang 
melaksanakan tugas pengamanan balapan sepeda motor di 
Area Road Race  dalam acara Kejurnas Motor Prix Pertamax 
Plus KYT Region 5 seri 8 tahun 2015 di Kampung Manding 
Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, dimana saat itu terjadi 
inseden pemukulan sekitar pukul 13.30 wita terhadap saksi 
BRIPKA AMBO SIKKI yang dilakukan oleh Anggota TNI dari 
Kodim 1401 Kabupaten Majene yang bernama  saksi PRAKA 
LASMONO kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wita Kapolres 
Polman  yakni saksi AKBP. AGOENG ADI KOERNIAWAN,SH 
bersama dengan Kasi OPS Kodim Polman mendamaikan saksi 
PRAKA LESMONO dengan saksi BRIPDA AMBO SIKKI. 
-  Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita kurang lebih 30 (tiga puluh) 
orang yang berambut cepak masuk kedalam Arena Balapan 
Road Race  dengan cara  merobek pagar arena yang terbuat 
dari terpal sehingga orang-orang yang berada disekitar lokasi 
tersebut langsung lari berhamburan,  kemudian Korban Prada 
YULIADI alias JULIADI bersama teman-temannya  dengan 
menggunakan pisau sangkur  masuk  kedalam Road Race  dan 
mengejar  Anggota Polres Polman yang ketika itu sedang 
bertugas  selanjutnya terdakwa  terdakwa BRIPTU CHASWAN 
ABDULLAH dan anggota Polres Polman mundur  sambil 
melepaskan tembakan peringatan,  dan  saat itu korban   Prada 
YULIADI alias JULIADI dengan    menghunus    senjata    tajam   
berupa   sangkur  mengejar  terdakwa BRIPTU CHASWAN 
ABDULLAH yang pada saat itu memegang senjata api laras 
pendek/Revolver (atau setidak-tidaknya sebuah senjata api), 
hingga akhirnya terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH yang 
mengetahui bahwa apabila menembakkan senjata api laras 
pendek/Revolver kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI 
dapat mengenai korban Prada YULIADI alias JULIADI dan dapat 
mengakibatkan kematian bagi korban Prada YULIADI alias 
JULIADI dan tanpa menghalau korban Prada YULIADI alias 
JULIADI terlebih dahulu dengan tanpa harus menghilangkan 
nyawa korban Prada YULIADI alias JULIADI  lalu terdakwa 
BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dengan menggunakan senjata 
api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya 
menembak keatas sekitar 3 (tiga) kali dan  terdakwa BRIPTU 
CHASWAN ABDULLAH menembakkan senjata api laras 
pendek/Revolver yang dipegang ditangannya kearah korban 
Prada YULIADI alias JULIADI hingga mengakibatkan korban 
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Prada YULIADI alias JULIADI terkena tembakan senjata api 
laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakan oleh 
terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH hingga 
mengakibatkan peluru (proyektil) dari senjata api laras 
pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakan oleh terdakwa 
BRIPTU CHASWAN ABDULLAH menembus (mengenai) sekitar 
perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI dan 
mengakibatkan luka dan sakit pada bagian perut (tubuh) korban 
Prada YULIADI alias JULIADI dan akibat dari luka dan sakit yang 
dialami oleh korban Prada YULIADI alias JULIADI tersebut 
akhirnya membuat korban Prada YULIADI alias JULIADI 
meninggal dunia. 
-  Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIPTU CHASWAN 
ABDULLAH  tersebut mengakibatkan korban Prada YULIADI 
alias JULIADI mengalami luka dan sakit yang mengakibatkan 
korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia, yang hal 
tersebut berdasarkan yaitu : 
1. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 
340/VER/RSUD/VII/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani  oleh dr. 
ATIKA NAHRAWI atas sumpah jabatan menyatakan hasil 
pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI 
diantaranya yaitu: 
Perut dan Pinggang :  
- Tampak sebuah luka terbuka diperut sebelah kiri atas, 
sebelah kiri garis tengah tubuh, luka terdiri dari dua bagian, 
bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berubah 
lubang dengan ukuran diameter cincin lecet ± 2cm, 
diameter lubang ± 1cm. 
- Hasil foto polos abdomen, nampak bayangan putih lonjong 
didaerah abdomen/perut kanan bawah 
Kesimpulan : 
 Dari pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka terbuka pada 
daerah perut kiri atas yang diduga dapat menyebabkan 
perdarahan didalam rongga abdomen/perut dan dapat 
mengakibatkan kematian. 
 Dari pemeriksaan radiologi (foto polos Abdomen) 
ditemukan bayangan putih lonjong diderah perut kanan 
bawah. 
2. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban 
Mati No.KS.01/VER/KFM-UH/2015 tanggal 10 September 
2015 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Gatot S.Lawrence, 
MSc.SpPA (K),DFM,SpF,FESC dokter pada Departemen 
Kedokteran Forensik & Medikolegal (KFM) Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin atas sumpah jabatan 
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menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI 
alias JULIADI diantaranya yaitu: 
a. Pemeriksaan Luar, diantaranya : 
Luka pada Kulit : 
Kulit Dinding Perut :  
Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk bundar di perut 
kiri atas, terletak lima sentimeter dan garis pertengahan 
tubuh bagian depan dan satu koma lima sentimeter 
dibawah garis mendatar yang melewati batas bawah tulang 
rusuk. Lubang luka berdiameter nol koma enam sentimeter 
dan dikelilingi oleh kelim lecet berbentuk lonjong, dengan 
ukuran masing-masing kiri atas nol koma tiga sentimeter, 
kiri bawah nol koma dua sentimter, kanan bawah nol koma 
satu sentimter, dan kanan atas nol koma dua sentimter. 
Tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, 
jaringan lemak dan jaringan otot.Dasar luka sulit dinilai. 
Daerah disekitar luka tampak memar berwarna merah 
keunguan. 
b. Pemeriksaan Dalam, diantaranya : 
Selaput dinding perut berwarna putih abu-abu, tidak 
tampak adanya kelainan. Otot-otot dinding perut berwarna 
merah kecoklatan, tidak tampak adanya kelainan tertentu. 
Pada bagian dinding perut sebelah kiri atas terdapat satu 
buah luka terbuka tepi tidak rata berbentuk lonjong yang 
berhubungan dengan luka yang terdapat pada dinding 
perut sebelah luar. Disekitar luka terdapat resapan darah. 
Pada penggantung usus sisi kiri terdapat robekan 
berbentuk bundar dengan tepi tidak rata, dengan diameter 
satu sentimter dikelilingi resapan darah. Rongga perut 
bagian belakang (ruang retroperitoneal) berisi darah dan 
bekuan darah sebanyak seribu empat ratus mililiter. Pada 
pembuluh nadi panggul kanan (arteri iliaca interna dextra) 
sejajar dengan tulang belakang bagian pinggang diantara 
ruas dua hingga tiga terdapat robekan dengan tipe tidak 
rata. Pada otot psoas mayor kanan ditemukan anak peluru 
bersarang dikelilingi resapan darah. Anak peluru berbahan 
dasar logam, berwarna perak dengan panjang dua 
sentimeter, berat enam gram. Pada permukaan badan aka 
peluru terdapat alur. 
Kesimpulan :  
1. Penyebab kematian yang langsung (Ia) : Kegalalan 
sirkulasi,  
2. Penyebab antara (Ib) : Perdarahan masif pada rongga 
perut,  
3. Penyebab antara (Ic) : Robekan pada pembuluh nadi 
panggul sisi kanan (arteri iliaca  interna dextra),  
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4. Penyebab yang mendasari kematian (Id) : luka tembak 
senjata api yang menembus  dinding perut sebelah kiri 
atas. 
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/54/KM tanggal 07 
September 2015 yang buat oleh Lurah Madatte  Kec. Polewali 
Kab. Polewali Mandar atas nama RAHMAT RUBIANTO , SE. 
M.Si  yang menerangkan korban Prada YULIADI alias 
JULIADI Anggota Yonif 721 Makkasau meninggal dunia di 
Rumah Sakit RSUD Polman karena luka tembak. 
 
                4.  Hal tersebut diatas diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Senjata Api dan 
Proyektil No.Lab.2818/BSF/XI/2015 tanggal 18 Desember 
2015 yang ditandatangani oleh Supriedi Hasugian,ST, Juki 
Haris, Surya Pranowo,S.Si dan Nursalam Mappa dengan 
kesimpulan ; 
 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan 
nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah 
senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), 
kaliber 38 inchi dan masih berfungsi dengan baik. 
 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan 
nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah 
sudah pernah digunakan untuk menembak sebelum 
dilakukan pemeriksaan di Labfor Cabang Makassar. 
 Hasil pemeriksaan perbandingan menunjukkan bahwa 
Anak Peluru (proyektil) Bukti (APB) telah ditembakkan 
(IDENTIK) dari senjata api bukti. 
 Lubang pada barang bukti 1 (satu) buah kaos warna 
merah adalah Positif ditemukan kandungan mesiu, hal ini 
menunjukkan bahwa lubang tersebut adalah lubang bekas 
tembakan senjata api 
    Perbuatan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat 
(3)  KUHP 
 
2. Tuntuan 
 Adapun tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan di 
persidangan tanggal 15 Nopember 2016, putusan nomor 
1483/PID.B/2016/PN.Mks, yang pada pokoknya menuntut agar 
majeli/hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH terbukti 
 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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 “Pembunuhan” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan 
 Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIPTU CHASWAN 
 ABDULLAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 
 penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan 
 perintah supaya terdakwa tetap ditahan 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
 1 (satu) pucuk senjata api revolver “MARTIL” Nomor seri : 
00582-95 
 2 (dua) butir aktif 
 Dikembalikan kepada Kepolisian RI melalui Polres Polewali 
Mandar 
 4 (empat) butir selongsong peluru. 
 1 (satu) butir anak peluru (proyektil), berbahan logam warna 
perak seberat 6 gram ukuran panjang 2 cm dan diameter 0,9 
cm 
 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk AITOR COMANDO 
beserta sarungnya. 
 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah 
bertuliskan HUGO SPORT yang telah digunting Dirampas 
untuk dimusnahkan 
4. Menetapkan supaya   terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH 
membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
 3. Pertimbangan Hakim 
 Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum serta 
memberikan manfaat oleh karena itu hakim dianggap sebagai perwakilan 
tuhan dalam mewujudkan hal tersebut serta memiliki wawasan yang 
sangat luas tentang hukum, maka hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus meneliti dan menelaah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh 
dalam persidangan, hal demi menciptakan dan memenuhi rasa puas bagi 
para pihak yang bersangkutan.  
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 Adapun yang menjadi pertimbangan hakim terhadap terdakwa 
sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum dengan dakwaan 
berbentuk Altenatif yaitu pada dakwaan kesatu: Pasal 338 KUHPidana 
atau kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHPidana. 
 Oleh karena dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah 
dakwaan yang bersifat Alternatif maka majelis hakim dapat langsung 
memilih dan menentukan dakwaan manakah yang akan dipertimbangkan 
dan dibuktikan terhadap dakwaan penuntut umum tentunya hal ini akan 
dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang telah diperoleh dalam 
persidangan lalu setelah diteliti dan dicermati dengan seksama majelis 
hakim berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif yang pertama lah yang 
akan pertimbangkan dan dibuktikan, terdakwa telah melanggar pasal 338 
KUHPidana dengan unsur-unsur delik sebagai berikut: 
  1. Barang siapa 
  2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 
 Ad. 1 Unsur barang siapa 
  Menimbang, bahwa terhadap majelis hakim berpendapat mengenai 
kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus 
bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan. 
Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 1997, Halaman 208 
dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang siapa” atau “hij” 
sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang 
sebagai subyek hukum; 
 
  Menimbang, bahwa untuk menetukan siapakah yang harus 
bertanggungjawab atas maka dakwaaan penunutut umum harus 
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menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap identitas terdakwa 
untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In 
Persona); 
 
  Menimbang, setelah majelis hakim meneliti secara seksama perihal 
identitas terdakwa dan telah dilakukannya klarifikasi terhadap 
terdakwa pada persidangan serta pemeriksaan saksi-saksi maka 
dapat disumpulkan bahwa benar terdakwa yang bernama Briptu 
Chaswan Abdullah sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan. 
Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang 
siapa” telah terpenuhi menurut hukum. 
 
 
 Ad. 2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 
  Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa 
yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pembelaan diri 
sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, oleh karena 
itu terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum; 
 
  Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum tetap pada pendiriannya 
menyatakan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan 
dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang 
dapat menghapus perbuatan terdakwa; 
 
  Menimbang, hakim berpendapat bahwa pembelaan darurat atau 
“Noodweer”  haruslah terpenuhi tiga macam syarat, adapun syarat-
syarat tersebut adalah: 
1.  Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk 
mempertahankan (membela), yang berarti perlu sekali, terpaksa, 
dalam keadaan darurat. Sehingga hal ini dapat dibenarkan jika 
seseorang merasa dirinya berada dalam ancaman da tidak ada 
tindakan hal lain yang dapat dilakukan. Namun yang perlu digaris 
bawahi bahwa pembelaan tersebut haruslah seimbang dan dalam hal 
ini hakimlah yang perlu menguji dan memutuskannya; 
  2.  Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap 
kepentingan-kepentingan yang dimaksud ialah kehormatan dan 
barang diri sendiriatau orang lain. Kehormatan yang dimaksudkan 
yaitu perbutan mencabuli atau asusiln dan kehormatan dalam arti 
nama baik tidak termasuk serta barang yang menjadi milik seseorng 
yang berwujud; 
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  3.  Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada 
saat itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan 
untuk dengan maksud melawan hak orang lain. 
 
  Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah dicantumkan 
 dengan tegas bahwa serangan atas dasar pembelaan tersebut 
 haruslah seimbang. Bahwa unsur sengaja menghilangkan nyawa 
 orang  lain artinya termasuk dalam niatnya, yang selanjutnya 
 pengertian niat  itu sendiri berkaitan erat dengan unsur sengaja 
 sehingga majelis hakim hakim akan menguraikan terlebih dahulu 
 mengenai pengertian  dengan sengaja ini, dimana menurut  
 Memorie Van Toelicting, yang dimaksud dengan kesengajaan 
 adalah “menghendaki dan mengisyafi” terjadinya sesuatu tindakan 
 beserta akibatnya, artinya bahwa seorang yang melakukan suatu 
 tindakan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan 
 tersebut dan juga harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan 
 akibat dari tindakan atau perbuatannya tersebut;  
 
Menimbang, bahwa menurut  teori hukum pidana, unsur sengaja / 
 kesengajaan (opzet) dapat terdiri dari 3 bentuk teori, yakni :  
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), 
dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki 
mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman 
hukuman pidana (constitutief gevold).  (WIRJONO PROJODIKORO, 
Tindak-Tindak Pidana Tertentu  di Indonesia);   
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij 
zekerheids-bewustzijn), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku 
dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti 
mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak 
Pidana Tertentu di Indonesia);  
 
  3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij 
mogelijkheids-bewustzijn) / (dolus eventualis), jika pada diri pelaku 
terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu 
akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia 
kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak 
menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan 
tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (P.A.F. 
LAMINTANG, Delik-Delik Khusus); 
 
  Menimbang, bahwa selain itu pula terdakwa  harus mempunyai 
kesengajaan    ( opzet) yang ditujukan pada perbuatan  yang telah 
dilakukannya  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu 
kepada diri terdakwa dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung R.I Nomor : 1295 K/Pid/1985 tanggal 02 Januari 1986 
  
85 
 
 
bahwasanya unsur “kesengajaan“ dapat dibuktikan dengan alat yang 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat 
pada badan korban yang dilukai oleh alat tersebut; 
   
  Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diperoleh di 
persidangan yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam 
pembuktian terhadap unsur kedua ini adalah bahwa kronologis 
kejadian  penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi 
yang dilakukan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yaitu pada 
waktu sekitar tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di lokasi Sirkuit 
Road Race Pekkabata/Pacuan Kuda di Jl. Cokrominoto Kel. Manding 
kec. Polewali Kab. Polman pada saat itu terdakwa bersama-sama 
dengan teman-teman Anggota Polres Polman melakukan 
pengamanan pada acara MotorPrix Pertamax Plus KYT Region 5 seri 
8 2015 (acara balapan motor) diantaranya pada satuan Sabara Polres 
Polman yaitu  Bripda Sahruddin, Bripda Ambo Sikki dan pada bagian 
Intel Polres Polman yaitu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah, Briptu 
Heriyanto yang dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bersama 
dengan teman-teman saksi diantaranya yaitu terdakwa Briptu 
Chaswan Abdullah dilengkapi dengan surat perintah tugas dari 
Kapolres Polman, yang pada saat itu saksi dan teman-teman saksi 
lainnya dilengkapi dengan senjata api yang pada saat itu yang 
memegang senjata api yang saksi ketahui yaitu Bripda Sahruddin, 
Bripda Ambo Sikki pada saat itu memakai baju dinas , dan  terdakwa 
Briptu Chaswan Abdullah tidak memakai baju dinas (preman) lalu 
pada saat pengamanan tersebut terjadi pertengkaran antara Bripda 
Ambo Sikki dengan Praka Lesmono lalu pertengkaran tersebut lalu 
didamaikan oleh Kapolres Polman  yaitu AKBP Agoeng Adi 
Koerniawan, SH lalu sekitar pukul 16.30 Wita dari arah luar arena, 
terdakwa melihat sekelompok orang yang tidak dikenal memegang 
sangkur dengan ciri-ciri bercukur cepak serta berbadan tegap berlari 
kearah tempat anggota Polres Polman dan  terdakwa Briptu Chaswan 
Abdullah yang pada saat itu tidak memakai baju dinas yang berada di 
tenda Bayangkari yang pada saat itu sedang istirahat yang pada saat 
itu jumlah orang yang berambut cepak yang menyerang jumlahnya 
lebih sedikit dari anggota Polres Polman yang bertugas menjaga 
keamanan pada saat itu lalu terdakwa dan teman-teman yanggota 
Polres Polman yang berada ditempat tersebut lalu berhamburan dan 
lari  lalu terdakwa berlari kedalam arena lalu ditempat tersebut 
terdakwa melihat anggota Batalyon 721 sedang mengejar Brigpol 
Lakise tetapi Brigpol Lakise menghindar sehingga seorang anggota 
Batalyon 721 tidak jadi mengejar Brigpol Lakise kemudian terdakwa 
Briptu Chaswan Abdullah melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi 
pada saat itu berada ditempat tersebut, lalu terdakwa Briptu Chaswan 
Abdullah lalu mengambil senjata api berupa senjata laras pendek/ 
Revolver lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah menembakkan 
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tembakan senjata laras pendek/ Revolver yang dipegang ditangannya 
keatas sebanyak 3 (tiga) kali padahal pada saat itu korban Prada 
Yuliadi Alias Juliadi tidak menyerang terdakwa Briptu Chaswan 
Abdullah lalu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang mendengar bunyi 
tembakan lalu menuju ke terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dengan 
sambil memegang sangkur ditangannya lalu terdakwa Briptu Chaswan 
Abdullah yang melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi berjalan 
kearahnya lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah berjalan mundur 
lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah terjatuh terlentang lalu 
terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melihat korban Prada Yuliadi Alias 
Juliadi mendekat sambil memegang sangkur ditangannya tetapi 
sangkur tersebut belum dihunuskan kepada terdakwa Briptu Chaswan 
Abdullah dan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak berada diatas 
perut korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan tidak mengancam nyawa 
terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tetapi pada saat itu terdakwa 
Briptu Chaswan Abdullah langsung menembak korban Prada Yuliadi 
Alias Juliadi dengan menggunakan senjata api berupa senjata laras 
pendek/ Revolver yang dipegang ditangannya kemudian korban Prada 
Yuliadi Alias Juliadi terjatuh sambil memegang perutnya yang terkena 
tembakan kemudian terdakwa pada saat itu langsung pergi 
meninggalkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tanpa memberikan 
pertolongan kepada korban Prada Yuliadi Alias Juliadi kemudian 
anggota Polres Polman yang melakukan pengamanan pada acara 
tersebut lalu dikumpulkan oleh Kapolres Polman yaitu AKBP Agoeng 
Adi Koerniawan, SH lalu pada saat itu Kapolres Polman yaitu AKBP 
Agoeng Adi Koerniawan, SH menanyakan kepada semua anggota 
Polres Polman yang hadir siapa yang melakukan penembakan 
terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi lalu pada saat itu terdakwa 
mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan penembakan 
terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi. 
     
  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 
maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja 
merampas hak orang nyawa orang lain telah terpenuhi hal ini 
diperkuat dengan adanya surat keterangan kematian Nomor : 
463.3/54/KM tanggal 7 September 2015 atas nama korban Prada 
Yuliadi; 
 
  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan 
Terdakwa telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 338 KUHP, 
dan karena itu terdakwa secarah sah dan meyakinkan telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan; 
 
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis  
 Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus 
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 pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan 
 pembenar, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang 
 mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah 
 atas perbuatannya tersebut; 
 
Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan 
 meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, 
 maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
 perbuatannya;  
 
Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang 
 akan dijatuhkan,  maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal 
 yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut: 
 
 
Hal-Hal Yang Memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal 
dunia; 
- Perbuatan Terdakwa  meresahkan masyarakat; 
- Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan yang 
sudah dikeluarkan oleh  korban; 
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa atau keluarga 
Terdakwa dengan korban atau keluarga korban; 
 
 Hal-Hal Yang Meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap 
sopan di persidangan; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi; 
 
 
 4.  Amar Putusan 
  M E N G A D I L I   : 
 
1. Menyatakan Terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH,  terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ 
Pembunuhan “ sebagaimana dakwaan Alternatif  kesatu melanggar  
pasal 338  KUHP; 
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2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, 
dengan pidana penjara selama 10  ( sepuluh )  tahun;                             
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan  penahanan yang 
telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti  berupa: 
 1 (satu) pucuk senjata api revolver “MARTIL” Nomor seri : 00582-
95 
 2 (dua) butir peluru aktif 
Dikembalikan kepada Kepolisian RI melalui Polres Polewali Mandar 
   4 (empat) butir selongsong peluru. 
 1 (satu) butir anak peluru (proyektil), berbahan logam warna perak 
seberat 6 gram ukuran panjang 2 cm dan diameter 0,9 cm 
 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk AITOR COMANDO 
beserta   sarungnya. 
 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan 
HUGO SPORT yang telah digunting 
   Dirampas untuk dimusnahkan 
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
 5.000,- (lima ribu rupiah); 
5. Analisis Penulis 
 Dalam menyusun suatu Dakwaan penuntut umum wajib 
mencermati secara jelas terkait dakwaan yang akan disusun sesuai 
dengan fakta-fakta dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa.  
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 Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan diartikan sebagai surat 
atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa, perumusan dimana ditarik dan disimpulkan dari hasil 
pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak 
pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan surat 
dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim 
dalam sidang pengadilan.62 
 Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 143 
ayat (2) KUHAPidana sebagai berikut:  
“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi: 
a.  Nama lengkap, tempat lahir, umu atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka; 
b.  Uraiian secara cermat, jelas dan lengkp mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan.” 
 
 Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAPidana tersebut, mengandung 
makna  esensial bahwa ada dua syarat yang harus diperhatikan dalam 
surat dakwaan, yaitu syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat 
(2) huruf a KUHAPidana dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 
143 (2) huruf b KUHAPidana. 
 Dalam perkara yang penulis bahas ini, penuntut umum mendakwa 
terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 338 
KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHPidana maka dari itu 
                                                 
62 Harum M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, 
Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 44. 
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hakim dapat memilih dan menentukan dakwaan manakah yang akan 
dipertimbangkan dan dibuktikan terhadap dakwaan penuntut umum 
tersebut. Adapun yang menjadi uraiian dari unsur perbuatan yang 
dilakukan terdakwa yaitu: 
  a. Unsur barang siapa 
 Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang 
merupakan subjek hukum berupa manusia yang dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya. 
 Yang dimaksud dengan barang siapa adalah mungarah kepada 
pelaku tindak pidana (orang perseorangan yang saat ini sedang 
didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang 
(error in persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat 
dan lengkap dalam surat dakwaan. 
 Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwa sebagai 
pelaku tindak pidana ialah Briptu Chaswan Abdullah sebagaimana 
identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, 
sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang 
atau unsur barang siapa dalam putusan perkara No. 
1483/Pid.B/2016/PN.Mks. 
b.  Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 
 Dalam hal kesengajaan, terdapat dua teori yaitu kehendak (wills 
theorie) dan teori pengetahuan (voorstellings theorie). Menurut teori 
kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk 
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mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam 
tindak pidana. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa 
yang diketahui atau dapat dibayangkan si pembuat sebelum ia 
mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak 
pidana.63 
 Dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pidana 
pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan 
perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Mengenai 
kesengajaan willens en wetens sebagaimana yang dimaksud dalam 
MvT adalah seorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, dan 
mengetahui mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-
unsur yang ada sekitar perbuatannya itu.64 
 Dalam kasus posisi yang telah uraikan diatas bahwa terdakwa 
Briptu Chaswan Abdullah telah melakukan penembakan terhadap 
korban  Prada Yuliadi, tindakan tersebut dilakukan dengan keadaan 
sadar dan mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat 
menghilangkan nyawa seseorang, menurut penasihat hukum 
terdakwa hanya melakukan pembelaan diri (noodweer) dikarenakan 
pada saat itu terdakwa merasa dirinya terancam, namun berdasarkan 
fakta hukum korban tidak hanya membawa sangkur dan tidak dalam 
posisi akan menebaskannya ke terdakwa, meskipun tidak dapat 
dipungkiri bahwa terdakwa pada saat itu berada dalam posisi terdesak 
                                                 
63 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2010, hlm. 65. 
64 Ibid., hlm. 65-66. 
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tapi disaat yang bersamaan terdakwa tidak diserang dan tidak ada 
pula ancaman yang dilakukan oleh korban, sehingga hal semacam ini 
tidak dapat dijadikan alasan bagi terdakwa untuk membenarkan 
tindakannya, seorang polisi haruslah memiliki fisik dan mental yang 
kokoh agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terdakwa yang 
merupakan anggota intel sebagaimana yang diketahui pastinya 
mendapatkan banyak pelatihan yang memungkinkan terdakwa dapat 
melakukan pembelaan diri selain melakukan penembakan dan jikalau 
memang harus melakukan hal tersebut seharusnya terdakwa 
mengerahkan ke kaki korban sebagai bentuk pembelaan diri, akibat 
dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Prada Yuliadi 
meninggal dunia disebabkan luka tembak senjata api pada bagian 
atas kiri perut dan hal ini diperkuat dengan adanya hasil Visum Et 
Repertum No.KS.01/VER/KFM-UH/2015 atas nama PRADA YULIADI, 
tertanggal 10 September 2015 ditandatangai oleh Dr. dr. Gatot 
S.Lawrence, Msc.SpPA(K), DFM, SpF, FESC yang merupakan dokter 
pada Departemen Kedokteran Forernsik & Medikolegal (KFM) 
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.  
 Dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka telah terpenuhi 
lah unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 
dikarenakan terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa perbuatan 
yang dilakukan tersebut dapat menghilangkan nyawa korban Prada 
Yuliadi. 
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 Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkata ini yakni Pasal 
338 KUHPidana telah bukti dan sesuai dengan segala unsur 
perbuatan yang dilakukan terdakwa. 
 Selanjutnya, terkait dengan penerapan hukum formil pasal 1 angka 
13 KUHAPidana menyebutkan bahwa “Penasihat hukum adalah 
seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar 
undang-undang untuk memberi bantuan hukum." Sehingga legalitas 
seseorang penasihat hukum haruslah sesuai dengan undang-undang 
nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Penasihat hukum dari 
terdakwa Briptu Chaswan Abdullah, merupakan pegawai negeri sipil 
pada kepolisian RI hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 Undang-
undang tentang Advokat yang diantaranya mewajibkan seorang 
pensihat hukum tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri sipil 
atau pejabat negara.  
 Pensihat hukum terdakwa berdalih bahwa mereka memiliki legalitas 
yang sah untuk menjadi pengacara. Perkap Nomor 7 Tahun 2005 
pada Pasal 3 memperbolehkan seorang polisi untuk menjadi 
penasihat hukum namun sekedar mengingatkan kembali bahwa 
terdapat asas Lex Superior Derogat legi Inferiori yang dimana 
ketentuan yang lebih tinggi mengeyampingkan ketentuan yang lebih 
rendah sehingga merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan menyebutkan bahwa undang-undang memiliki hirarki yang 
lebih tinggi dari Perkap sehingga sudah seharusnya Perkap tersebut 
harus dikesampingkan. 
 Seorang terdakwa memang wajib diberikan bantuan hukum berupa 
konsultasi maupun pendampingan hukum dengan pengecualian 
selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perlu diketahui bersama menurut Prof. Laica 
Marzuki dalam putusan MK menyampaikan bahwa Undang-undang 
tentang Advokat itu lahir demi mejaga dan melindungi profesi seorang 
advokat maka dari itu seharusnya yang boleh menjadi penasihat 
hukum terdakwa yaitu seorang advokat yang telah diangkat secara 
sah menurut undang-undang yang berlaku pun semisal terdakwa atau  
tidak memiliki biaya untuk menyewa jasa seorang advokat maka 
pengadilanlah yang berwajiban untuk menyediakan pengacara. 
 Setelah menguraikan persoalan diatas penulis menyimpulkan 
bahwa memang penasihat hukum terdakwa tidak memiliki legalitas 
untuk beracara. 
 Selanjutnya, setelah melakukan wawancara dengan hakim yang 
menangani perkara ini dan melalui sudi kepustakaan dari dokumen-
dokumen yang terkait yaitu putusan hakim, maka penulis 
berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya fakta-fakta pada 
  
95 
 
 
pesidangan, perrtimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, 
keadaan dan latarbelakang pelaku, serta hal-hal lain yang terkait dalam 
tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. 
 Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua 
alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan, hal tersebut diatur 
dalam Pasal 183 KUHAPidana. 
 Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAPidana 
disebut dengan Negatif-Wettelijk Stelsel atau sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang bersifat negatif. 
 Sistem pembuktian dalam KUHAPidana dikatakan sebagai sistem 
pembuktian tebalik menurut Lamintang karena:65 
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk 
pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang 
jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada; 
b. Disebut Negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat 
membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang 
terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu 
belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu 
tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa 
telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.  
 
 Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan 
oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa 
                                                 
65 P.A.F. Lamintang, Pembahasan KUHAP, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, hlm. 408-
409. 
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tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditentukan dalam undang-undang.  
Selanjutnya, dengan mempertimbangkan tentang pertanggung 
jawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta 
yang ditemukan dalam persidangan terdakwa dengan sadar dan 
mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan 
matinya seseorang sehingga dengan jelas bahwa terdakwa sudah 
sepatutnya dihukum atas akibat perbuatan yang dilakukannya.  
Dalam teori hukum pidana terdapat beberapa alasan-alasan 
terhapusnya pidana yaitu: 
a) Alasan pembenar, alasan yang dapat menghapuskan sifat 
melawan hukumnya perbuatan. 
b) Alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan 
seseorang. 
c) Alasan penghapusan penuntutan, tidak terdapat alasan 
pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam hal ini pemerintah 
menganggap dengan dasar utilitas atau kemamfaatannya 
kepada masyarakat maka hal tersebut ditiadakan, dengan 
berdalih bahwa hal ini demi kepentingan umum. 
Hakim yang memeriksa perkara tidak melihat adanya alasan 
pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan 
penghapusan pidana dari terdakwa. 
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Dalam putusan No: 1483/Pid.B/2016/PN.Mks. Proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah 
sesuai dengan aturan. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yuridis yang 
telah ditemukan dalam persidangan. Selanjutnya majelis hakim hanya 
melihat alasan-alasan yang dapat memberatkan dan meringankan 
terdakwa yaitu: 
Hal-Hal Yang Memberatkan 
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal 
dunia; 
- Perbuatan Terdakwa  meresahkan masyarakat; 
- Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan yang 
sudah dikeluarkan oleh  korban; 
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa atau keluarga 
Terdakwa dengan korban atau keluarga korban; 
 Hal-Hal Yang Meringankan  
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap 
sopan di persidangan; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi; 
Berdasarkan putusan hakim diatas penulis menganggap bahwa 
putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai hal ini dapat 
dilihat dari fakta hukum yang diperoleh serta ditambahkan dengan hal-
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hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, sehingga 
penulis berpendapat hukuman pidana penjara 10 tahun yang 
diberikan kepada terdakwa telah sesuai. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di jelaskan maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan 
anggota kepolisian No: 1483/Pid.B/2016/PN.Mks. dakwaan yang 
digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan allternatif 
yaitu kesatu Pasal 338 KUHPidana atau kedua Pasal 351 ayat 
(1), oleh karena dakwaan ini disusun secara alternatif maka  
hakim dapat memilih dakwaan mana yang perlu dibuktikan. 
Berdasarkan hasil dari pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti 
yang ada serta dari keterangan terdakwa di persidangan maka 
unsur Pasal 338 KUHPidana yang terpenuhi dan menurut 
penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut telah 
sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam putusan No: 1483/Pid.B/2016/PN.Mks. telah 
sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada 
pasal dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan 
kesatu Pasal 338 KUHPidana serta berdasarkan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini telah 
dihadirkan saksi-saksi yang keterangannya saling berkaitan, 
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surat visum er repertum dan keterangan terdakwa, yang 
kemudian menghasilkan fakta-fakta yuridis, selanjutnya dalam 
pertimbangan hakim tidak menyebutkan adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana terdakwa maka terdakwa harus 
dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Hakim 
menganggap bahwa dengan adanya hal-hal yang meringankan 
dan hal-hal yang memberatkan dapat memberikan pertimbangan 
tambahan untuk memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa. 
B. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut: 
1. Hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap suatu 
perkara pidana harus cermat agar tujuan akhir dari adanya 
proses hukum yakni penegakan rasa kebenaran dan keadilan 
dapat dipenuhi hal ini juga karena putusan hakim merupakan 
mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran hakiki, hak asasi, pengusaan hukum serta moralitas 
hakim yang bersangkutan. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan jaksa 
penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan kayakinan hakim. Hakim 
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dituntut untuk mencari fakta-fakta yang bersesuaian demi 
menciptakan penegekan hukum yang seadil-adilnya dan bahkan 
hakimpun dapat melakukan penemuan hukum jikalau hal 
tersebut dirasa penting. Dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak 
hanya serta merta sebagai pembalasan namun diharapkan dapat 
menjadi pembelajaran bagi si pelaku agar memperbaiki diri dan 
menjadi pembelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan 
kejahatan. 
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